
 

 
TITIN WININGSIH, 2018 
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN 
TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA : Studi Deskriptif di Desa 
Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumendang. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

146 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Sumber Buku: 

Abdullah, R. (2002). Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme 

sebagai Suatu Alternatif. Jakarta: Raja Grafindo persada. 

Adisasmita, R. (2006). Membangun Desa Partisipatif. Makasar: Graha 

Ilmu. 

Anwar, Y & Adang. (2013). Sosiologi Untuk Universitas. Bandung: 

Refika Aditama. 

Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Arikunto, S. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 

Basrowi. (2005). Pengantar Sosiologi. Bogor: Ghalis Indonesia. 

Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi 

Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: BPKP. 

Budiati, Lilin. (2014). Good Governance dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Budimansyah, dkk. (2004). Dinamika Masyarakat Indonesia. Bandung: 

PT Genesindo.  

Creswell, J.W. (2010). Research Design, Pendekatan Kualitatif, 

Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 



147 
 

 

TITIN WININGSIH, 2018 
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN 
TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA : Studi Deskriptif di Desa 
Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumendang. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Gunawan, A.H. (2010). Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi 

tentang Pelbagai Program Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hamdi, A.S. & Bahrudin, E. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif 

Aplikasi dalam Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish. 

Kemenkeu. (2017). Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu RI. 

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 

Moleong, L.J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Nasution, S. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. 

Bandung:Tarsito.  

Nazir, M. (2005). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Persada. 

Noorkasiani, dkk. (2009). Sosiologi Keperawatan. Jakarta: Buku 

Kedokteran EGC. 

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggraan Pemerintahan 

Desa. Jakarta: Erlangga 

Nurmalina dan Syaifullah. (2008). Memahami Pendidikan 

Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium FPISPS UPI. 

Saparin, S. (2009). Tata Pemerintahan dan Admnistrasi Pemerintahan 

Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Sarinah. (2016). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Yogyakarta: Deepublish. 

Setiadi, Elly M. dkk (2007). Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Bandung: 

Kencana Predana Media Group. 



148 
 

 

Simanjuntak, B.A. (2016). Tradisi, Agama dan Akseptasi Modernisasi 

pada Masyarakat Pedesaan Jawa. Jakarta: Yayasan Pustaka 

Obor Indonesia. 

Soekanto, S. (2009). Sosiologi Suatu Pegantar. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

Solekhan, Moch. (2014). Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Malang: 

Setara Press. 

Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 

Tim Visi Yustisia. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Jakarta: Visimedia. 

Tjandra, W.R. (2009). Hukum Keuangan Negara. Yogyakarta: 

Grasindo. 

Wahab, A. dan Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan 

Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta. 

Widjaja, HAW. (2001). Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada. 

 

Sumber Peraturan Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  Tentang Desa 

PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari APBN. 



149 
 

 

TITIN WININGSIH, 2018 
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN 
TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA : Studi Deskriptif di Desa 
Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumendang. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan 

dan Evaluasi Dana Desa. 

 Peraturan Menteri Desa PDTTrans Nomor 22 Tahun 2016 Tentang 

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan 

Desa 

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 66 Tahun 2017 

Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor 4/PB/2017 tentang 

JUKNIS Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

Perda Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi 

Pemerintah Desa 

 

Sumber Jurnal 

Alder, R. P., & Goggin, J. (2005). What Do We Mean By “Civic 

Engagement”?. Journal of Transformative Education, 236-253. 

Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan 

Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. eJournal Administrasi 

Negara, Volume 2. (4). 1938-1951 

Bahtiar, N.A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan 

Program Alokasi Dana Desa Di Desa Panjunan Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Universitas Airlangga. Vol 5. 

(3). 1-14. 



150 
 

 

Dahmiri. (2014). Analisa Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja 

Pelayanan Kantor Camat Kecamatan Sarolangun. Vol 8. (2). 

133-144 

Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan 

Balikpapan Tengah. eJournal Administrasi Negara. Vol 1 (2). 

380-394 

Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah. 

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume 2. (2). 

251-262. 

Febrianti, L &  Herdiyan, M. (2013). Pengaruh Persepsi Masyarakat 

Pada Kinejra Kepolisian Terhadap Kepercayaan Pada 

Kepolisian. Vol 2. (1). 63-71 

Hardianti, S., dkk. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa Di Desa 

Buntongi Kecamatan Ampana Kota). Universitas Tadulako. Vol 

5 (1). 120-126. ISSN: 2302-2019 

Herli, M. & Hafidhah. (2017). Peran Pengawasan Masyarakat 

Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas Keuangan di Desa. Universitas Wiraraja Madura. 

Vol 7. (1). 43-52. 

Hoskins, B. L., & Mascherini, M. (2006). Measuring Active Citizenship 

through the Development of a Composite Indicator. Social 

Indicators Research, 10. 

Nasaruddin, dkk. (2015). Pengawasan Masyarakat Terhadap 

Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten 

Pangkep. Universitas Muhammadiyah Makssar. Vol 5. (1). 66-

77. 

Rohani. (2015). Urgensi Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara 

Melalui Community Civics. Jurnal Pendidikan Sosial. Vol 2. (2). 

221-234. 



151 
 

 

TITIN WININGSIH, 2018 
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN 
TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA : Studi Deskriptif di Desa 
Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumendang. 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

Wibisono, N. & Herry, P. (2017). Mengungkap Fenomena Pengawasan 

Publik Terhadap Dana Desa Di Kabupaten Madiun. Universitas 

Merdeka Madiun. Vol 2. (1). 8-19. 

 

Sumber Lainnya 

Abdillah, F. (2015). Pengembangan Keterlibatan Warga Negara 

Melalui Pengelolaan Dana Online untuk Memupuk Tanggung 

Jawab Sosial Mahasiswa (Studi Grounded Theory 

Crowdfunding Bantu Baca di Kitabisa.com). Tesis. Sekolah 

Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 

Anggraeni, Leni. (2016). Transformasi Nilai Kesukarelaan sebagai 

Basis Political Engagement melalui Service Learning di 

Universitas Pendidikan Indonesia (Studi Kasus pada 

Pelaksanaan KKN di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota 

Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung). 

(Desertasi). Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan 

Indonesia, Bandung. 

Movanita, A.N.K. (2017, 19 Agustus). “Cegah Penyimpangan, 

Masyarakat Diminta Peduli Pada Alokasi Dana Desa.” Kompas, 

hlm. 1. 

Pratomo, H.B. (2017, 6 Oktober). ”Gurih-Gurih Sedap Korupsi Dana 

Desa Sampai 900 Kades Terciduk Aparat”. Merdeka, hlm. 1. 

Priya. (2017, 8 Mei). “Kepala Desa dan Aparat Desa Padaasih Diduga 

Manipulasi DD dan ADD”. Jejak Kasus, hlm.1.  

Suryowati, E. (2017, 11 Agustus). “Tak Tersentuh KPK, Kades Jadi 

Aktor Korupsi Anggaran Desa Terbanyak”. Kompas, hlm. 1. 


